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ABSTRAK 

Regulasi tentang pencatatan perkawinan telah ada sejak lama. Peran aktif 
negara dalam aspek pencatatan perkawinan dimulai sejak awal kemerdekaan melalui 
UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Jawa dan 
Madura, kemudian UU. ini diberlakukan di seluruh Indonesia dengan 
diundangkannya UU. No. 32 Tahun 1954. Peran tersebut dipertegas melalui UU. No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya yang mengharuskan 
pencatatan bagi setiap perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. Namun 
dalam pelaksanaannya di RT II, V, VII dan X Desa Sinarrancang Mundu Cirebon 
terdapat 59, 35%  dari 246 KK tidak mengindahkan regulasi pencatatan perkawinan 
dengan menikah secara agama saja—prosedur ini populer di kalangan mereka dengan 
“kawin kyai”. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan kawin di Sinarrancang? Apa yang 
melatar belakangi praktek “kawin kyai”? Dan Mengapa proses pelembagaan hukum 
pencatatan perkawinan tidak berjalan lancar di Sinarrancang? 

Metode penumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumen, 
observasi dan interview (wawancara). Melalui penelitian ini deskripsi dan faktor yang 
melatar belakangi “kawin kyai” ditelusuri langsung kepada pelaku dan pemangku 
kepentingan—seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, aparatur desa dan pejabat 
KUA—dengan observasi dan wawancara selanjutnya diolah secara kualitatif. Setelah 
terjawab maka fenomena “kawin kyai” tersebut dikaitkan dengan teori sistem hukum 
dari Friedman berupa 1) subtansi hukum; 2) struktur hukum, dan 3) kultur hukum. 
Sistem hukum ini dikedepankan untuk menjawab kenapa pelembagaan hukum 
pencatatan perkawinan tidak berjalan lancar di desa setempat. 

Akhirnya penelitian ini menemukan bahwa praktek “kawin kyai” 
dilangsungkan dengan dua pola yaitu sebagai pilihan mayoritas masyarakat pada 
periode awal di bawah tahun 1990-an dan sebagai mekanisme alternatif di era 
sekarang—dikatakan alternatif sebagai sarana untuk menghindari prosedur 
pencatatan yang berbelit-belit. Adapun penyebab yang melatar belakangi praktek ini 
terbagi menjadi dua aspek, pertama penyebab internal: 1) Rendahnya pemahaman 
tentang pencatatan perkawinan; 2) Paham keagamaan; 3) Sikap tidak acuh; 4) 
Prosedur yang rumit. Kedua penyebab eksternal: 1) Peran Kyai (lebe’ dan penghulu 
non-resmi); 2) Minimnya sosialisasi; 3) Sulitnya mengakses pejabat pencatat; 4) 
Kelalaian aparat perwakilan di Desa; 5) Biaya pencatatan; 6) Pandangan masyarakat 
setempat; 7) Budaya “kawin kyai” di tengah masyarakat. Sedangkan proses 
pelembagaan hukum menemukan kendala pada setiap komponen dari sistem hukum, 
terutama dari aspek sarana pra sarana dan aparaturnya yang berwenang. Temuan ini 
diperkuat dengan berkurangnya pelaku “kawin kyai” ketika sarana pra sarana lebih 
mudah diakses masyarakat Desa Sinarrancang di periode kedua—tahun 1990-an ke 
atas. 

Kata kunci: Pencatatan perkawinan, “kawin kyai”, pelembagaan hukum, dan 
sistem hukum. 
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Persembahan 

Karya ini kupersembahakan untuk kedua orang tuaku yang memicu untuk 
menyelesaikannya segera mungkin, seruan  itu bukanlah ketergesaan tapi kumaknai 
sebagai belaian kasih dan sayang kepada buah hati untuk menapaki fase kehidupan 

Kakak dan adik menjadikan kepemilikanku terasa sempurna tuk mengadu dan 
mengasihi, kalianlah bagian dari diriku yang utuh. Untuk D’ Suci baru tanggung 
jawab pribadi bisa kupersembahkan di hari lahirmu, semoga karya ini menjadi awal 
keberadaanku tuk memperjuankan hari depanmu 

Siklus lima tahunan senantiasa memicu, karya ini kuhadirkan sebagai wujud 
kesungguhanku bahwa goresan ‘PM’ tidak pernah luntur dari kening santrimu ini 
untuk menjadi sosok  yang bermanfaat demi perjuangan ummat 

Untuk kedua pembimbing atas binaan, didikan, dan bantuannya dalam penyelesaian 
tugas akhir ini. Bimbingan mereka menyadarkan penulis akan kebodohannya 
sekaligus meyakinkannya untuk terus menyelami samudra ilmu yang luas 

Hadirnya bak lentera menemaniku dengan cahayanya, semoga karya ini turut 
menerangi kebersamaan kami tuk menggapai ridho-Nya dengan keindahan, bukan 
cahaya lilin yang menyakiti diri 

Untuk teman-teman ‘ALADHIN’ dengan mimpi-mimpinya yang mewarnai proses 
studi S-1, berkat kepercayaan merekalah tugas ini terasa tantangan bukan beban. 
Semoga warna persahabatan kita terpelihara sebagai proses yang tak terlupakan 
bersama teman-teman AS-O7 

Untuk kawan-kawan hijau hitam yang menjadikan warna kehidupan semakin 
dinamis, menjembatani pendirianku untuk semua golongan. Tugas akhir ini kumaknai 
sebagai kesungguhan untuk menjadi insan paripurna yang kita citakan bersama 

Teruntuk semua pihak yang membantu dan memicu penyelesaian skripsi ini, karena 
keterbatasan penulis tidak mampu disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi 
terima kasihku. 
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Tiada kata yang pantas terucap untuk pertama kalinya selain rasa syukur kita 

kehadirat Ila>hi dengan sifat Rahma>n dan Rahi>m-Nya sehingga kita bisa terus 

melakukan berbagai aktifitas sampai hari ini, terutama terealisasinya penyusunan 

skripsi ini. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad Saw., yang telah membimbing umatnya di jalan yang benar dengan 

berpegang teguh pada syari’at Islam. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir  yang diberikan oleh Fakultas  

syari‘ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus sebagai 

syarat-syarat  yang harus dipenuhi  untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam  

bidang hukum Islam. Terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantun 

dosen pembimbing serta bantuan berbagai pihak, maka dari itu penyusun 

mengucapkan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bpk Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf. 

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua 

dan Sekertaris  jurusan al-Ahwal asy-Syakhiyah 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

� ba b be 

� ta t te 

� s\a s\ Es (dengan titik di atas) 

� ji>m j je 

� h}a>’ h{ ha(dengan  tutik di bawah) 

� kha>’ kh Dan dan ha 

	 da>l d de 


 z\a>l z\ Zet (dengan titik di atas) 

� ra>’ r er 

� zai z zet 


 sin s Es 

� syin sy Es dan ye 

� sa>d s} Es ( dengan titik  di bawah) 

� da>d d} De (dengan titik di bawah) 

� t}a>’ t} Te (dengan ttitik  di bawah) 

� z}a’ z{ Zet (dengan titik di bawah) 

� ‘ain ‘ Koma terbalik dari atas 

� gain g ge 
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� fa> f ef 

� qa>f q qi 

� ka>f k ka 

� la>m l ’el 

� mi>m m ’em 

� nu>n n ’en 

� wa>wu> w w 

� ha>’ h ha 

� Hamzah ’ apostrof 

� ya> Y ye 

 
B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap 

�	 !"#$ Ditulis Muta‘adiddah 

� !% Ditulis ‘iddah 

 
C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

&'() Ditulis h}ikmah 

&*% Ditulis ‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,  kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 
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2. Bila diikuti  denagan kata  sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

�+,-�.� &$�/0 Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 

3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau  dengan harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah 

ditulis t atau h. 

/12-� �+0� dituliis Zaka>h al-fit}ri 

 
D. Vocal pendek 

� Fath}ah Ditulis A 

3"4  Ditulis Fa‘ala 

5 Kasrah Ditulis I 

/0
  Ditulis Zukira 

6 D}ammah Ditulis U 

789:  Ditulis yaz\habu 

 
E. Vocal Panjang 

1 Fath}ah + Alif Ditulis a> 

 &,8+; Ditulis ja>hiliyyah 

٢ Fath}ah +ya’mati Ditulis ai 

 <=>? Ditulis tansa> 

٣ Kasrah + ya’mati Ditulis i> 

 @/0 Ditulis kari>m 

٤ D}ammah + wawu mati Ditulis u> 

 ��/4 Ditulis furu>d} 

 
F. Vocal Rangkap 

1 Fath}ah + ya’mati Ditulis Ai 
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2 A(>,B Ditulis Bainakum 

3 Fath}ah + wawu mati Ditulis Au 

4 �CD Ditulis Qaul 

 
G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  apostrof 

A#EFF Ditulis A’antum 

� %� Ditulis U‘iddat 

G/(H IJ- Ditulis La’in syakartum 

 
H.  Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakn huruf ”l”. 

�F/K-� Ditulis Al-Qur‘a>n 


+,K-� Ditulis Al-Qiya>s 

 
2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis denagan mengunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya. 

�+'=-� Ditulis As-Sama>’ 

L'M-� Ditulis Asy-Syams 

 
I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

��/2-� N�
 ditulis Z}awi al-furu>d} 

&>=-� 38� ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Topik ulasan yang menjadikan perkawinan sebagai tema sentral memang 

tidak pernah kering. Diskursus seputar perkawinan senantiasa berkembang 

beriring dengan dinamika kehidupan. Pada titik ini perkawinan yang berarti 

berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan bermitra merupakan sebuah proses/tahapan yang sangat 

penting dalam kehidupan ini. Arti penting dari perkawinan merupakan 

pengejahwantahan kodrat dari setiap makhluk ciptaan di muka bumi yang 

berpasang-pasang.1 

Dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan 

dua insan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan menyatu.2 Selanjutnya dalam konteks Indonesia 

perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

                                                           

1 ��� �� ��	 
��
� ���� ��
�� ������  

Al-Z|a>riya>t (51): 49. 
 

2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 
Kontemporer), edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 19. 

 
3 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

1 
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Demikianlah arti penting dari sebuah institusi perkawinan—baik dari aspek 

filosofis, sosiologis, maupun normatif yuridis.  

Dalam perkembangannya relasi yang tercipta dalam perkawinan pun 

semakin kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan suatu pranata atau aturan-

aturan dalam hidupnya, dalam hal ini aturan tentang perkawinan. Dengan aturan-

aturan ini diharapkan terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki 

dan perempuan sebagai suami istri, hak kewajiban orang tua dengan anaknya 

serta terbinanya hubungan yang baik dengan masyarakat.4 Konteks Indonesia, 

perlu diatur dalam regulasi yang mampu memelihara prinsip dan tujuan yang 

menjadi acuan dari proses ini dalam bingkai negara hukum.5  

Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, negara 

sejak awal kemerdekaan telah mengambil peran aktif dengan menetapkan 

ketentuan tentang perkawinan di dalam peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan 

pelaksanaan perkawinan dan sebagai legalisasi serta kepastian hukum terhadap 

kehidupan pribadi dan keluarga termasuk akibat hukum yang timbul dari sebuah 

                                                           
4 Ermi Suahasti dkk., Harmoni Keluarga Beda Agama, laporan hasil penelitian tahun 2009, 

tidak diterbitkan, hlm. 1. 
 
5 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” (Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). 

Selanjutnya dianggap perlu untuk diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara modern—
termasuk di sini bagaimana peran aktif Negara dalam pencatatan perkawinan yang bersifat nasional 
(unifikasi). (Paragraf Pertama Penjelasan Umum UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk). 
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perkawinan.6 Dengan catatan perlu menyeimbangkan antara kewenangan negara 

untuk melakukan penertiban kehidupan masyarakat melalui penerapan syariah 

dan tingkat kebebasan pribadi yang harus dipertahankan dan tidak diterobos oleh 

kekuasaan negara.7 

Peran tersebut tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, 

diantaranya: Pertama, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. Kedua, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1946 Nomor 22 

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah luar 

Jawa dan Madura. Ketiga, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 

1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini secara efektif 

digunakan sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama.8 

                                                           
6 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Pedoman 

Penghulu, (Jakarta: Depag, 2008), hlm. 9. 
 
7. Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-1 (Jakarta, RM Books: 2007), 

hlm 9. 
 
8  Kamsi, “Book Review: Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” Jurnal Asy-

syir’ah Vol. 42 (Tahun 2008), hlm. 226-227. Akan tetapi politik perundang-undangan Indonesia 
menghendaki hukum materiel yang dijadikan dasar bagi para hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara harus berdasarkan pada hukum materiel yang diatur dengan undang-undang, tidak cukup 
hanya berpedoman kepada suatu instruksi presiden. Ibid. 
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Dewasa ini Undang-Undang Perkawinan yang berlaku menyebutkan 

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.9 Arti penting pencatatan tertuang dalam pejelasananya sebagai berikut: 

”… di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 
dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam 
daftar pencatatan.10 

 
Pencatatan perkawinan sebagai syarat suatu perkawinan merupakan syarat 

yang tidak dicantumkan dalam hukum Islam. Syarat perkawinan menurut ahli 

fikih sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution adalah: (1) dipenuhinya 

semua rukun nikah, (2) dipenuhi semua syarat nikah, (3) tidak melanggar 

larangan perkawinan sebagaimana ditentukan syara‘. Sedangkan rukun 

perkawinan adalah: (1) mempelai laki-laki (calon suami), (2) mempelai wanita 

(calon istri), (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) si>gat ijab dan Kabul.11 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kualifikasi menurut fikih berbeda 

dengan syarat menurut hukum positif. 

Pada tataran ini ditemukan dualisme hukum tentang syarat dan ketentuan 

perkawinan, belum lagi ketentuan lain dalam hukum adat setempat yang 

mengindikasikan  pluralitas hukum di bidang perkawinan (baca, pencatatan). 

                                                           
9 Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
10 Penjelasan umum no. 4b UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
 
11 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan,  hlm.35. 
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Namun dengan pemberlakuan hukum nasional12 maka pluralisme hukum di 

Indonesia menjadi satu di bawah unifikasi hukum13 yang berskala nasional, 

terutama tentang pencatatan yang dahulu bercorak provinsialitas menjadi satu 

kesatuan di seluruh Indonesia dan dewasa ini berlaku UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Pemberlakuan hukum pencatatan perkawinan yang berskala nasional tidak 

seutuhnya berbanding lurus dengan realitas di masyarakat yang masih 

menunjukkan banyak praktek perkawinan sirri berlangsung.14 Praktek ini dilihat 

dari perspektif  hukum dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan15 yang  

berimplikasi negatif bagi para pihak dalam perkawinan terutama ketika 

mengupayakan  payung hukum. 

                                                           
12 Pengundangan UU yang berskala nasional tentang keseragaman pencatatan diawali dengan 

UU. No 32 Tahun 1854 yang memuat: “Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada 
peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh 
Indonesia”. Memori Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 
Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946.  

 
13 Menurut Ratno Lukito berupa unifikasi dengan corak pluralisme hukum Negara di mana 

sumber hukum agama maupun adat menjadi acuan juga walaupun peran dominan tetap di pihak 
negara. Sumber: Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi 
dalam Sistem Hukum Indonesia, alih bahasa Inyiak Ridwan Muzir, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka 
Alvabet, 2008). 

 
14 Mengutip data yang disodorkan oleh Kamal Muchtar di antaranya: Pertama, fenomena 

nikah sirri antara WNA dengan WNI di Kalimantan, Majalah Kartini, Jakarta, no. 240 (Januari 1984), 
hlm. 10. Kedua, fenomen nikah sirri di Pasaman Sumatra Barat, Majalah Sarinah, Jakarta no. 32 
(November 1983),hlm. 6-9. Sumber: Kamal Muchtar, “Nikah Sirri di Indonesia,” Journal Al-Jami’ah 
Nomor 56 (Tahun 1994). 

 
15 Dadi Nurhaedi, Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, (Jogjakarta: 

Saujana Percetakan Ar-Ruzz Media Jogja, 2003), hlm. 28. 
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Fenomena ini menandakan kesenjangan antara proses pelembagaan hukum 

pencatatan perkawinan di satu sisi dan praktek perkawinan sirri di sisi lainnya. 

Kendala seperti ini terdapat di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Cirebon. 

Pasalnya, sekitar enam puluh persen pasangan suami istri membentuk keluarga 

melalui nikah sirri16. Praktek tersebut sudah berjalan demikian lama.17 Fakta 

nikah sirri yang dimaksud adalah suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan 

cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Petugas Pencatatat Nikah (PPN)  

pemerintah yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).18 

Praktek tersebut di kalangan mereka dikenal dengan istilah “kawin kyai” 

yang dilangsungkan dengan menghadirkan seorang pemuka agama—biasanya 

seorang kyai—untuk memimpin prosesi perkawinan tanpa perlu mencatat pada 

aparat yang berwenang. Selanjutnya perlu ditelusuri bagaimana pelaksanaan 

“kawin kyai”, penyebab-penyebab yang melatar belakanginya, dan proses 

pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di tengah masyarakat setempat. 

Sehingga melalui penelitian skripsi ini bisa didapatkan gambaran, pemahaman 

dan pemaknaan yang mendalam dari sikap pelaku nikah sirri yang mencerminkan 

perilaku “kawin kyai” di Desa Sinarranang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. 

                                                           
16 Berdasarkan penelitian di empat RT terdapat 59,35% pasangan kawin sirri dari 246 KK 

belum termasuk mereka yang melangsungkan kawin ulang (data terlampir). Melalui observasi dan 
wawancara, kepala desa setempat membenarkan praktek serupa di delapan RT lainnya. Wawancara 
dengan bapak Caca Effendi, Kepala Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18 
November 2010. 

 
17 M. Junaedi, “Kampung-kampung yang penduduknya banyak nikah sirri”, Jambi 

Independent (Koran Online), http://www.jambiindependent.co.id, akses 31 oktober 2010. 
 
18 Dadi Nurhaedi, Nikah Bawah Tangan, hlm. 16. 
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B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan “kawin kyai” di Desa Sinarrancang, 

Mundu, Cirebon, Jawa Barat? 

2. Apa yang melatar belakangi praktek “kawin kyai” di Desa Sinarrancang, 

Mundu, Cirebon, Jawa Barat? 

3. Mengapa pelembagaan hukum pencatatan perkawinan tidak berjalan 

lancar di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berangkat dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan “kawin kyai” di desa 

Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab yang melatar-belakangi 

“kawin kyai” di desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. 

3. Untuk memaknai proses pelembagaan hukum pencatatan pekawinan di 

Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. 
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4. Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah: 

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah 

ilmu pengetahuan terutama tentang perkawinan khususnya tentang 

regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. 

2. Kegunaan praksis, yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap praktek 

nikah sirri ini dan menjadi acuan dalam menyikapi praktek yang unik ini. 

D. Telaah Pustaka 

Dari penelusuran kepustakaan, berikut ini beberapa hasil penelitian ilmiah 

yang berkaitan dengan tema nikah sirri: Dadi Nurhaedi dalam buku yang berjudul 

Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja,19 mengaitkan nikah sirri 

dengan aspek pencatatan dan publikasi perkawinan. Penelitiannya menemukan: 

Tidak tercatat di KUA dan dipublikasikan 8,3%, tidak tercatat di KUA dan 

dipublikasikan terbatas 41,7%, dan tidak tercatat di KUA dan tidak 

dipublikasikan 50%.20 Untuk memaknai praktek ini digunakan kombinasi 

paradigma fakta sosial dan perilaku sosial, selanjutnya perilaku sosial dibedakan 

kepada tindakan rasional dan non-rasional, sedangkan fakta sosial digunakan 

untuk menerangkan nikah sirri sebagai fakta sosial melalui fakta sosial lainnya. 

Penelitian ini memberikan pemaknaan bahwa praktek tersebut tergolong perilaku 

                                                           
19 Ibid. 
 
20 Prosentase didasarkan pada jumlah pelaku yaitu 12 pasangan atau 22 orang pelaku yang 

ditemui. 
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rasional. Pertama, perilaku yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan 

pertimbangan rasional diantaranya: Tujuan yang bersifat normative, psikologis, 

biologis, dan sosial ekonomis. Kedua, perilaku nikah sirri dengan berorientaasi 

pada nilai diantaranya: nikah sirri lebih utama/’afd}a>l dan sakral, keutamaan untuk 

menikah dalam suatu komunitas tertentu dengan alasan kemaslahatan. Selain itu 

dalam penelitian ini beliau melihat bagaimana agama mempengaruhi kehidupan 

masyarakat—disini agama difungsikan untuk melegalisasi perilaku nikah sirri. 

Kamal Muchtar21 meneliti fenomena perkawinan tanpa tercatat (sirri) di 

Indonesia. Peneliti melihat fenomena ini dari aspek perundang-undangan yang 

berlaku dan bagaimana akta nikah sebagai produk pencatatan ditinjau dari Al-

Qur’a>n dan Sunnah. Dengan menggunakan metode qiya>s dan beberapa kaidah 

us}u>liyyah dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait, 

penelitian pustaka ini menyimpulkan bebarapa point, diantaranya: pencatatan 

sebagai asas perkawinan dalam UU. Perkawinan, kemaslahatan dari pencatatan 

dan pencatatan bukan sekedar syarat administratif tetapi penyempurna dari 

pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perkawinan. 

Sedangkan kajian pustaka yang tergolong penelitian skripsi di antaranya: 

Mahyuni22 yang mencoba mengungkap motif dan dampak dari fenomena nikah 

sirri di desa Aranio. Dalam penelitian lapangan ini Mahyuni menggunakan teori 

                                                           
21 Kamal Muchtar, “Nikah Sirri di Indonesia”. 
 
22 Mahyuni, “Fenomena Nikah Sirri Pada Masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Desa 

Aranio Kalimantan Selatan,” Skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga (2006). 
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prilaku hukum dari Lawrence Freidmen—berupa kategori 1) kepentingan sendiri, 

2) Sensitif terhadap sanksi, 3) Tanggapan pengaruh Sosial, dan 4) kepatuhan—

untuk menganalisis motif dari pelaku nikah sirri terhadap hukum  perkawinan. 

Namun penemuan berupa penyebab nikah sirri: sebagai alternatif, karena 

birokrasi, ekonomi, praktis, dan adat tidak dianalisis untuk menerangkannya 

dengan teori di atas. Walau demikian peneliti mampu menemukan dampak dari 

praktek ini berupa kedala bagi anak dan jaminan hukum, kesewenangan pihak 

lelaki terhadap istri dan anak. 

Ahmad Badrut Tamam23 menelusuri faktor dan pandangan pelaku nikah 

sirri anak bawah umur di Pentung Gresik terhadap pencatatan perkawinan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam berupa 

h}ifz}u al-‘ird}i (menjaga kehormatan) dan h}ifz}u al-nas}li (memelihara kelangsungan 

hidup manusia) dalam melihat urgensitas pencatatan perkawinan. Untuk 

menganalisis pandangan masyarakat setempat tentang hukum positif 

menggunakan asas fiksi hukum sebagai batu uji. Dari penelitian ini peneliti 

menemukan: Pertama, faktor internal: faktor kemauan dan restu orang tua, 

rendahnya kesadaran akan urgensitas lembaga perkawinan, alternatif dalam 

menghindari kehamilan luar nikah. Faktor eksternal: lingkungan, pergaulan (ikut-

ikutan), birokrarasi pemerintah, selain itu terdapat sebab lain yaitu: Rendahnya 

pendidikan, ekonomi, dan pemahaman  keagamaan. Kedua, pencatatan 

                                                           
23 Ahmad Badrut Tamam, “Pernikahan Sirri Sebagai Solusi Bagi Pernikahan Anak Bawah 

Umur (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Paceng Kabupaten Gresik,” skripsi S-1 tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009). 
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perkawinan hanya dilihat sebagai syarat administratif. Selain itu Badrut Tamam 

juga menelihat fenomena ini kerap dijadikan sebagai solusi bagi nikah di bawah 

umur. 

Selain itu, masih jenis penelitian skripsi. Ni’matuz Zahrah24 memfokuskan 

penelitiannya pada masyarakat Kuta-Bali. Peneliti berusaha menguraikan 

kecendrungan masyarakat setempat melakukan nikah sirri dan bagaimana tinjauan 

sosiologi hukum keluarga Islam terhadap kecendrungan nikah sirri di masyarakat 

Kuta yang tergolong heterogen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

berupa metode mas}lah}ah mursalah dan fakta sosial tentang kontradiksi antara law 

in book dengan law in action. Dari penelitian ini kecendrungan tersebut dikaitkan 

dengan aspek usia, pandangan keagamaan, dan status pelaku, sehingga praktek ini 

dihukumi sebagai suatu gejala sosial dimana kepentingan manusia dominan dalam 

menggungguli kepentingan hukum dengan berlindung dibawah kepentingan 

agama. 

Masih dalam bentuk penilitian skripsi, Kustrianto25 mencoba menganalisis 

nikah sirri di kalangan artis dengan menganalisis wacana teks media. Peneliti 

melihat fenomena nikah sirri di kalangan publik figur melalui analiasis wacana 

kritis terhadap wacana yang dikonstruksikan oleh media, dari penelusurannya 

                                                           
24 Ni’matuz Zahroh, “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Persepektif Sosiologi Hukum 

Keluarga Islam),” skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga (2010). 

 
25 Kustrianto, “Nikah Sirri di Kalangan Artis (Analisis Wacana Teks Media), skripsi S-1 tidak 

diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007). 
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peneliti menyimpulkan nikah sirri dikalangan artis disebabkan karena mencari 

sensasi dalam usaha melejitkan popularitasnya sebagai seorang artis dan sebagian 

artis melakukan nikah sirri karena dorongan kesadaran beragama (faktor 

keyakinan dalam beragama). Skiripsi ini telah berbicara tentang faktor penyebab 

nikah sirri dikalangan artis dengan mendiskripsikan suatu realita tentang praktek 

nikah sirri namun penggalian ini mengacu pada sumber sekunder—bukan subjek 

utama dari praktek nikah sirri itu sendiri. 

Demikianlah beberapa literatur yang membahas tentang praktek nikah sirri 

di tengah masyarakat. Penelitian terhadap budaya “kawin kyai” di Sinarrancang 

mencoba melihat bagaimana pelembagaan peraturan tentang pencatatan 

perkawinan terhadap masyarakat setempat. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap  sikap masyarakat setempat 

yang tercermin dalam prilaku “kawin kyai” ketika melangsungkan perkawinan 

sehingga bisa dijelaskan makna dibalik budaya “kawin kyai” ini.  

Untuk melihat sikap pelaku “kawin kyai” di Sinarrancang  yang tidak 

sejalan dengan hukum perkawinan tentang pencatatan perlu ditilik tujuan 

pencatatan itu sendiri. Tujuan pencatatan perkawinan setidaknya memiliki dua 

aspek: Tujuan yang bersifat instrumental dan tujuan yang bersifat simbolis.26 

Pertama, tujuan instrumentalnya adalah tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai 

                                                           
26 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 136. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk menjamin kepastian 

hukum melalui akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah.27 Sekaligus untuk 

mengatur dan menertibkan pelaksanaan perlawinan28 sebagai tuntutan negara 

yang modern.29 

Setelah dilakukan pengujian antara tujuan pengaturan tentang pencatatan 

dan terlihat kesenjangan antara tujuan di atas (law in book) dengan praktek 

“kawin kyai”/nikah sirri (law in action) barulah masalah penegakan hukum 

dikedepankan. Untuk menganalisis praktek yang tidak selaras dengan hukum 

yang berlaku tersebut, akan dipaparkan teori penegakan hukum yang merupakan 

saripati dari prinsip tasyri>‘ dalam Islam yaitu: Pertama, penegakan hukum tidak 

mengenal kompromi kecuali kalau peraturan khusus itu sendiri yang memberikan 

kewenangan kompromi atau kebijakan. Kedua, penegakan hukum harus 

didasarkan kepada kesamaan kedudukan manusia.30 Kaidah/teori inilah yang 

selanjutnya dikenal dengan teori penegakan hukum modern.  

Menurut Bustanul Arifin, lemah atau kuatnya hukum yang berlaku, 

tergantung kepada lemah atau kokohnya tiang-tiang yang menopangnya. Tiga 

tiang/tonggak itu adalah: aparat hukum, peraturan-peraturan hukum yang jelas, 

                                                           
27 Pasal 1863 HIR. 
 
28 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Pedoman 

Penghulu, hlm. 9. 
 
29 Paragraf pertama memori penjelasan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak, dan Rujuk. 
 
30 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan 

Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 26-29. 
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dan kesadaran hukum masyarakat.31 Ketiganya saling berhubungan dan tidak 

terpisahkan dalam melembagakan hukum. 

Ketiga komponen di atas selaras dengan teori sistem hukum dari 

perspektif sosial oleh Lawrence Meier Friedman, di mana sistem hukum terdiri 

dari tiga sub sistem yang meliputi struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Jadi yang dimaksud 

dengan sistem hukum tdak lain adalah kumpulan dari semua sub sistem ini.32 

Substansi Hukum, yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; Struktur 

Hukum, yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber 

daya aparatur hukumnya; dan Kultur Hukum, yakni menyangkut perilaku budaya 

sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Sub-sub sistem di 

atas saling bergerak, tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan organisme 

kompleks di mana struktur, subtansi, dan kultur berinteraksi. Dengan demikian 

prilaku hukum—di sini prilaku “kawin kyai”—tidak bisa dipahami kecuali dalam 

konteks sistem hukum dengan tiga komponennya ini.33 Dengan teori sistem 

hukum ini, perilaku “kawin kyai”—yang telah berlangsung lama dan 

mentradisi—akan dianalisis dengan tiga komponen ini. 

                                                           
31 Ibid., hlm. 56. 
 
32 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, alih bahasa oleh M. 

Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 11. 
 
33 Ibid., hlm. 18. 
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Selanjutnya dikenal atau tidak suatu hukum oleh masyarakat merupakan 

hasil proses pelembagaan hukum. Setiap usaha untuk menanamkan unsur baru, 

pasti mendapatkan reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa 

dirugikan. Reaksi menentang dari golongan tertentu dalam masyarakat berakibat 

negatif terhadap pelembagaan (institusionalization).34 Berlangsungnya budaya 

“kawin kyai” merupakan terlembaganya sikap-sikap—yaitu wujud kesiapan 

mental yang tercermin dalam prilaku “kawin kyai”—sebagai respon terhadap 

proses pelembagaan hukum pencatatan.  

Persoalan sikap terhadap pelembagaan hukum ini menurut Amiruddin dan 

Zainal Asikin berkaitan dengan komponen dari setiap sikap, yaitu: kognitif, 

afektif,dan konatif. Kognitif berhubungan dengan pengetahuan,  afektif 

berhubungan dengan perasaan senang dan tidak senang (positif dan negatif), 

sedangkan konatif berhubungan dengan kecendrungan untuk berbuat dan tidak 

berbuat. Ketiga komponen tersebut sangat signifikan dalam pelembagaan 

hukum.35 Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar 

belakangi pelaku “kawin kyai”. 

Demikianlah kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

untuk menganalis data yang ditemukan dalam memaknai budaya “kawin kyai” di 

Desa Sinarrancang. 

 
                                                           

34 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar, hlm.140. 
 
35 Ibid., hlm. 140. 
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F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah field research yang didukung 

library research tentang budaya “kawin kyai”. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian hukum sosiologis36 dengan mencari data secara langsung pada keluarga 

yang melakukan perkawinan secara sirri (bawah tangan) di Desa Sinarrancang, 

Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. 

Secara terperinci metode penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Sifat Penelitian 

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, peneliti 

menjelaskan dan memaparkan sikap pelaku yang menikah secara “kawin 

kyai” kemudian menganalisis penyebab-penyebab yang melatar-belakangi 

praktek ini sehingga bisa dimaknai repon terhadap pemberlakuan hukum 

positif/pelembagaan hukum pencatataan perkawinan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data: Pertama, peneliti 

mengumpulkan dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan 

mendukung penelitian ini. Kedua, observasi, peneliti mengamati praktek 

nikah sirri berlangsung dan kehidupan sehari-hari pelaku nikah sirri. Ketiga, 

interview, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku nikah sirri di desa 

                                                           
36 Atho’ Mudzar membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian hukum Islam sebagai 

doktrin asas, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (yang 
disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho’ Mudzhar, ‘Studi Hukum Islam dengan 
pendekatan Sosiologis’, dalam Pidato pengukuhan Guru Besar tanggal 15 Sepetember 1999, hlm. 15 
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setempat dan aparatur pemerintah yang bergelut dibidang ini seperti KUA dan 

aparat desa setempat dan pihak lain yang memiliki relevansi dengan praktek 

nikah sirri ini. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-sosiologis dimana perilaku subjek penelitian diteliti untuk 

mengetahui faktor-faktor yang melahirkan budaya kawin ini dan kaitannya 

dengan pemberlakuan peraturan tentang pencatatan perkawinan. 

4. Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif 

dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Kerangka 

berfikir induktif digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk 

mengetahui proses pelaksanaan dan faktor yang melatar-belakangi praktek 

nikah sirri di desa tersebut, kemudian diamabil suatu kesimpulan tentang 

penyebab dari praktek nikah sirri ini. Adapun kerangka berfikir deduktif 

digunakan untuk mengkategorikan proses dan faktor “kawin kyai” yang 

berhasil dihimpun dengan teori komponen sikap dan sistem hukum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab 

Pertama) yang terdiri dari permasalahan, pentingnya topik penelitian, penelitian 

terdahulu, metode yang digunakan, dan landasan teori, dan sistematika 
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pembahasan. Bagian ini sebagai arahan dan acuan kerangka penelitian serta 

pertanggung-jawaban penelitian skripsi. 

Sebelum menjelaskan praktek nikah sirri di Sinarrancang maka dijabarkan 

analisis teori terhadap praktek nikah sirri ini (dalam bab kedua), yaitu tinjauan 

hukum Islam dan positif. Bab ketiga Memuat penyajian data berupa profil 

wilayah dan profil pelaku nikah sirri di desa Sinarrancang ini, dan dilanjutkan 

dengan bab keempat pembahasan terhadap data yang ditemukan. 

Akhirnya, pada bab kelima penelitian ini diakhiri dengan penutup yang 

memuat kesimpulan dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari 

keseluruhan proses penelitian yang telah di lakukan. 



108 
 

2. Penyebab “kawin kyai” di Desa Sinarrancang 

Budaya “kawin kyai” di sebabkan oleh beberapa penyebab yang 

terbagi menjadi penyebab internal dan eksternal. Yang pertama adalah 

penyebab yang di dapatkan melalui penuturan pelaku “kawin kyai” 

sedangkan penyebab kedua dihasilkan melalui obersvasi, pengamatan dan 

wawancara dengan beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat. Adapun 

penyebab internal di antaranya: 1) Rendahnya pemahaman tentang 

pencatatan perkawinan; 2) Paham keagamaan; 3) Sikap tidak acuh; 4) 

Prosedur yang rumit. 

Sedangkan penyebab eksternal adalah: 1) Peran Kyai (lebe’ dan 

penghulu non-resmi); 2) Minimnya sosialisasi; 3) Sulitnya mengakses 

pejabat pencatat; 4) Kelalaian aparat perwakilan di Desa; 5) Biaya 

pencatatan; 6) Pandangan masyarakat setempat; 7) Budaya “kawin kyai” di 

tengah masyarakat. Relasi antara penyebab internal dengan eksternal saling 

berhubungan. 

3. Pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di Desa Sinarrancang 

Proses pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di Desa 

Sinarrancang bila ditinjau dari sistem hukum masih menemukan beberapa 

kendala baik itu dari sisi subtansi hukum, struktur hukum, maupun kultur 

hukum. Namun dari data yang berhasil di sajikan terlihat bagaimana 

lemahnya aspek struktur hukum—yaitu berkaitan dengan saran pra sarana 
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dan aparaturnya—menjadi komponen dominan yang menjadi kendala utama 

dalam proses pelembagaan hukum pencatatan perkawinan. Sehingga 

kedepan ketika meninjau ulang regulasi tentang pencatatan perkawinan perlu 

memaksimalkan langkah-langkah berikut, yaitu: 1). Langkah Hermeneutis 

(pengolahan materi), 2). Langkah politik, 3). Langkah sosialisasi, dav 4). 

Langkah penegakan. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan baik prosedur 

maupun arti penting pencatatan perkawinan terhadap masyarakat Desa 

Sinarrancang. Titik tekan dari sosialisasi tentang prosedur diharapkan 

mampun memberikan pemahaman masyarakat setempat tentang tata cara 

pelaksanaan berikut ketentuan-ketentuan khusus seperti pencatatan secara 

cuma-cuma dan kemungkinan isba>t nika>h} dalam kasus tertentu yang bisa 

diakomodir. Sedangkan sosialisasi tentang arti penting pencatatan 

perkawinan memberikan pemahaman akan urgensitas pencatatan sebagai 

payung hukum yang menjamin hak dan kewajiban para pihak yang timbul 

dari perkawinan. 

2. Perlu disempurnakan sarana pra sarana yang menunjang pencatatan 

perkawinan, sebagaimana telah dibahas bahwa perbaikan di bidang sarana 

pra saran mampu memberikan pengaruh yang positif dalam proses 

pelembagaan hukum pencatatan perkawinan. Perlunya menyempurnakan 
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sarana pra sarana karena dalam penelitian ini menemukan kesulitan dalam 

mengakses sarana pra sarana tentang pencatatan seperti data base dan data 

kependudukan yang terbaru. 

3. Perlunya meninjau ulang relasi antara ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih 

terdapat perbedaan yang mendasar dalam melihat relasi antara kedua ayat 

ini. Perbedaan pendapat maupun penafsiran yang terbagi menjadi 

kelompok yang melihat relasi keduanya sebagai alternatif atau kumulatif 

bertentangan dengan tujuan ketertiban dari pencatatan perkawinan itu 

sendiri. Pemahaman yang sama akan membantu dalam menciptakan 

keteraturan dan ketertiban perkawin dalam konstelasi hukum perkawinan di 

Indonesia. 

4. Perlu diadakan peninjauan dan perubahan terhadap sanksi dan konsekuensi 

dari pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan yang termuat dalam 

peraturan perundang-undangan terkait. Baik sumber materiil maupun 

peraturan pelasananya karena sanksi dan konsekuesi dari pelanggaran 

berperan besar dalam efektifitas suatu hukum. 

5. Masih berkaitan denga sanksi, perlu ditegaskan keberadan pejabat pencatat 

resmi sebagai aktor tunggal yang mengakomodir pelaksanaan perkawinan. 

Peran penghulu non-formal yang mengakomodir perkawinan secara agama 

tanpa mengikuti prosedur formal hukum perkawinan Indonesia yang sah 
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terbukti menjadi pilihan pasangan “kawin kyai” yang turut menghambat 

pelembagaan hukum perkawinan. 

6. Akhirnya, dari setiap saran di atas dalam mereformasi peraturan dan 

metode pelembagaan pencatatan perkawinan perlu memberikan perhatian 

yang lebih terhadap kondisi riil di tataran masyarakat dengan segala potensi 

dan kekurangannya terhadap pelembagaan hukum pencatatan perkawinan. 

Di sini dalam mereformasi kebijakan dan peraturan tentang pencatatan 

perlu di mulai dari perbaikan sarana pra sarana termasuk kondisi 

masyarakat yang berbeda-beda di setiap kawasan. Sehingga setiap 

reformasi sistem hukum—subtansi, sturktur, dan kultur—mendapatkan 

respon yang hangat dari masyarakat tempat diberlakukannya bukan malah 

menjadi macan di atas kertas tanpa pemberlakuan yang riil. 
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